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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peraturan mengenai kepailitan dimana para kreditor menggunakan pailit  

untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya 

perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang- 

piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada 

sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(“UU Kepailitan”). 

Pengertian Kepailitan Pengertian dari bangkrut atau pailit menurut 

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana 

seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya 

atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. 

Sedangkan, kepailitan menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas 

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pailit dan kepailitan berawal dari 

ketidakmampuan membayar namun dalam praktiknya sering menjadi 

ketidakmauan debitor untuk membayar utang utangnya yang telah jatuh waktu 

tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka 

debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan 

perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. 
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Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan 

pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan 

Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila : 

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor 

 

2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan 

 

3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih1 

 

Syarat dan Putusan dalam Kepailitan bilamana suatu perusahaan dapat 

dikatakan pailit, menurut UU Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi 

syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 UU 

Kepailitan meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini 

adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. 

Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar 

utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan 

waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter 

atau majelis arbitrase. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulisan ini akan membahas 

jenis-jenis dan hak hukum dari kreditur sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
 

1pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4443 
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tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU). 

Adapun terdapat 3 jenis kreditur yang dikenal dalam peraturan perundang- 

undangan yaitu : 

1. Kreditur Preferen 

 

2. Kreditur Separatis 

 

3. Kreditur Konkuren 

 

Kreditur Preferen sendiri merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa 

atau hak prioritas. Sehingga Kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan 

piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat 

piutangnya. Hak istimewa diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi, “Hak istimewa adalah suatu hak yang 

diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia 

berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam 

hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.” Merujuk pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013, maka terdapat penegasan 

bahwa pekerja/buruh merupakan kreditur preferen yang harus didahulukan 

pelunasan piutangnya. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan pembayaran upah 

pekerja/buruh tersebut. Sehingga pembayaran upah pekerja/buruh dapat 

didahulukan atas tagihan kreditur separatis, hak negara, kantor lelang, biaya 

kurator dan lainnya. Kreditor dengan hak mendahului karena sifat piutangnya 

oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Yang terdiri dari kreditur 

preferen khusus dan umum Contohnya Tagihan Pajak adalah hak istimewa yang 
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didahulukan dari kreditur separatis dan kreditur konkuren. 

 

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan 

pembayaran hutang (suspension of payment atau Surseance van Betaling) adalah 

suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim 

Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur 

diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran 

hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari 

hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. 

Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya 

merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian)2 Dalam penundaan 

kewajiban pembayaran utang, debitor diberi kesempatan melakukan “perbaikan 

keuangan dan manajemen” untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Caranya 

yaitu melalui penambahan modal (composition), maupun dengan cara 

melakukan reorganisasi perusahaan (corporate reorganization). Baik melalui 

pengggantian pengurus (direksi/menajer) perusahaan atau memfokuskan 

/mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini diberikan kepada debitor 

setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan 

perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya.3 

Banyak sekali perusahaan perusahaan yang mengalami kepailitan yang 

telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Pada awalnya kontrak perjanjian 

bisnis tercipta dikarenakan kepentingan para pihak yang membuat perjanjian 

 

2 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 177 Diakses pada tanggal 20 September pukul 19.37 wib 
3 4R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai 

Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13 
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untuk mencapai suatu tujuan , yang mana perjanjian tadi dibuatkan kedalam 

suatu mekanisme hukum dalam bentuk tulisan sehingga munculah suatu kontrak 

yang berisi prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.4 

Pada direktorat putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri 

Tanggerang memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit  

pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara dengan 

Nomor No.1122/Pdt.G/2020/PN.Tng. Pihak dari Pemohon Misno selaku mantan 

buruh di PT. Jabatex dalam hal ini bertindak sebagai kreditor terhadap 

terrmohon PT. Jabatex 

Adapun dalam perjanjian ini isi pokok dari perjanjian ini meliputi 

tentang berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UURI. Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka 

kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dalam perkara a quo adalah 

termasuk Utang. Termohon Pailit PT. Jabatex sehingga secara juridis adalah 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan/satu kesatuan utuh dengan Termohon 

Pailit sebagai Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dipandang 

sama di depan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan 

memiliki hak-hak menurut hukum. Hal mana pertegas dalam Ketentuan Umum 

Pasal 1 ayat (2), (4) dan (5) UURI. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, dengan demikian adalah beralasan juridis mendudukan PT. Jabatex 

sebagai Termohon Pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini. 

 

 
 

4 Agus Yudha Hermoko, 2014, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, Cet 4, Kharisma Putra Utama : Jakarta, hlm 1-2. 
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Secara garis besar perjanjian ini dibentuk untuk permasalahan karena 

telah mengabaikan inkrah ( hasil Putusan) Pnegadilan Hubungan Industril dan 

Mahkamah Agung terkait eksekusi pailit serta pembayaran uang pesangon 

mantan buruhnya pengembalian hak hak (upah) buruh yang mengakibatkan yang 

dirugikan adalah dari semua pihak, yang mana hal tersebut adalah hal yang tidak 

di inginkan, hal-hal tidak di inginkan yang dapat timbul adalah seperti gagal 

bayar ataupun keterlambatan dan kesulitan membuat verifikasi berkas untuk 

klaim bayar. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji penelitian yang 

berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai kreditor preferen 

dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga” 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai Kreditor 

Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga ? 

2. Bagaimana Peran Kurator dalam Melindungi Buruh sebagai Kreditor Preferen 

dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga? 

3. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Buruh sebagai Kreditor 

Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di masa yang akan datang ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Menganalisis dan menjelaskan proses bentuk dan Perlindungan Hukum 

terhadap Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa 

Kepailitan di Pengadilan Niaga 

b. Menganalisis dan menjelaskan Peran Kurator dalam Melindungi Buruh 

sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan. 

c. Menganalisis dan menjelaskan Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap 

Buruh sebagai Kreditor Preferen dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan 

2. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

secara praktis : 

a. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan 

hukum perdata khususnya hukum kepailitan berdasarkan UU No.37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

b. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian 

Kerjasama antara kreditur preferen dan debitur serta bagi kurator dan 

pengurus kepailitan  yaitu : 
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1) bagi kreditur preferen dalam membuat dan melaksanakan perjanjian 

kerjasama yang mengandung hak dan kewajiban dalam kepailitan 

2) bagi debitur dalam menepati perjanjian dan kesepakatan mengandung 

hak dan kewajiban 

3) bagi Kurator untuk memastikan barang debitur yang disita bisa 

ditemukan, dicatat, dipertahakankan nilainya bahkan dinaikkan nilainya, 

dan membereskan harta debitur dengan menjualnya secara dilelang yang 

kemudian hasilnya dibagikan secara adil 

4) Bagi Pengurus untuk bisa mengarahkan perseroan yang telah dinyatakan 

pailit untuk berusaha tetap berdiri sebagai perseroan dan membayar 

utang-utang yang dimilikinya. 

 
 

D. Kerangka Teori 

 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan suatu 

bentuk kerangka berfikir atau suatu pola berfikir untuk menyelesaikan penelitian 

ilmiah tersebut dan suatu penulisan tanpa sebuah landasan teoritis tidak dapat 

dianggap sebagai sebuah penelitian yang bernilai ilmah.5 Teori dapat diartikan 

sebagai keseluruhan yang saling berkaitan, lalu teori hukum sendiri dapat 

diartikan dari perkembangan pengertian teori tadi menjadi keseluruhan 

pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dengan hukum.6 Dikarenakan hal ini 

maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

 

5 I Made Pasek Diantha, 2017, Metode Penelitian Hukum Normatif, cet 2, Jakarta : PT 

Fajar Interpratama Mandiri, hlm 134 
6 JJ. H. Bruggink dan B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian 

Dasar dalam Teori Hukum, cet 4, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3. 
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1. Grand Theory 

 

Pada penelitian ini Teori Perlindungan Hukum akan digunakan 

sebagai Grand Theory yang kemudian diperkuat melalui Teori Keadilan. Teori 

Perlindungan Hukum dijabarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang – 

Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan 

bahwa ‘Indonesia adalah Negara hukum’. Negara hukum merupakan negara 

dimana hukum berdiri di atasnya dan berguna untuk melindungi keadilan yang 

dimiliki oleh setiap warga negaranya. Keadilan merupakan dasar dan syarat 

yang paling penting untuk mewujudkan hidup yang bahagia bagi warga 

negaranya. Negara dan juga warga negara dalam menjalankan kehidupan 

berbangsa dan bernegara terdapat suatu hubungan hukum, sehingga 

perlindungan hukum merupakan hal yang penting karena menjadi hak dari 

setiap warga negara. 

Perlindungan hukum merupakan elemen penting bagi Indonesia 

sebagai negara hukum yang menjamin hak – hak hukum bagi setiap warga 

negaranya. Hadirnya hukum didalam masyarakat bertujuan untuk 

mengintergrasi dan mengorganisasi berbagai bentuk keperluan masyarakat. 

Membatasi kepentingan berbagai pihak lain bisa memberikan perlindungan 

kepada kepentingan pihak tertentu. Kepentingan hukum yaitu pengurusan 

terhadap berbagai hak dan keperluan manusia, sehingga hukum mempunyai 

wewenang yang paling tinggi dalam menentukan keperluan manusia yang 

perlu diatur dan dijaga. Perlindungan hukum tercipta karena masyarakat 

memberikan suatu kebijakan hukum dan semua peraturan guna mengatur 
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hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dengan perseorangan dari 

pemerintah yang menjadi perwakilan keperluan masyarakat yang pada 

dasarnya merupakan persetujuan dari seluruh masyarakat.7 

Menurut pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah 

pemberian dukungan atas hak asasi manusia yang orang lain rugikan dan hal 

ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati hak-hak tersebut. Hukum 

berfungsi untuk mencipatkan perlindungan yang sifatnya tidak semata-mata 

hanya luwes dan adaptif namun juga bisa untuk memprediksi dan pencegahan. 

Hukum diperlukan untuk mendapatkan keadilan sosial bagi orang-orang yang 

lemah dan belum kuat baik secara sosial, ekonomi, dan politik.8 Hukum 

memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga dalam 4 

unsur perlindungan hukum ini harus diperhatikan dalam penegak hukum, 

yaitu:9 

1. Kepastian hukum atau Rechtssicherkeit 

2. Kemanfaatan hukum atau Zewechmassigkeit 

3. Keadilan hukum atau Gerechtigkeit 

4. Jaminan hukum atau Doelmatigkeit. 

Hal ini diperkuat dengan keadilan hukum yang masih dipertahankan dalam 

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny sebagai anak 

hukum. Teori HukumAlam mengutamakan “the search for justice”.10 Terdapat 

berbagai teori yang membahas tentang keadilan dan masyarakat yang adil 

 

7 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, 

hlm.53. 
8 Satjipto Raharji, Op.Cit., hlm. 54. 
9 Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43. 
10 Carl Joachim Friedrich, “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. 

Bandung, 2004, hlm. 24. 
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yang berkaitan dengan hak dan kebebasan, kesempatan atas kekuasaan, 

pemasukan dan kesejahteraan. Beberapa diantaranya yaitu teori keadilan 

oleh Aristoteles dalam bukunya yang ber judu l  nicomachean ethics dan 

teori keadilan sosial oleh John Rawl dalam bukunya yang berjudul a theory of 

justice dan teori hukum dan keadilan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yang 

berjudul general theory of law and state. 

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia menganut prinsip 

pengukuhan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia yang 

bersumber dan berpedoman pada landasan ideologi negara yaitu Pancasila. 

Prinsip perlindungan hukum berasal dan berpedoman pada pengukuhan 

dan perlindungan kepada hak-hak  asasi  manusia  karena  berdasarkan 

dari sejarahnya di negara barat, konsep pengukuhan dan perlindungan tercipta 

karena adanya hak asasi manusia yang ditujukan pada pembatasan dan 

penempatan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat Sarana 

perlindungan hukum terdiri dari dua, yaitu: 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

 

Perlindungan hukum preventif adalah sebuah peluang atau kesempatan 

yang diberikan kepada subyek hukum untuk menyampaikan pendapat atau 

penolakan atas kebijakan pemerintah sebelum mencapai bentuk yang 

defenitif. Hal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum ini memiliki tugas yang sangat penting bagi tindak 

pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak karena melalui 

perlindungan hukum ini pemerintah menjadi harus lebih hati-hati sebelum 
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membuat sebuah keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Pengaturan 

mengenai perlindungan hukum ini sendiri belum diatur lebih lanjut di 

Indonesia 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

 

Perlindungan hukum Represif di Indonesia terdiri dari pengurusan 

perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan 

Administrasi yang bertujuan untuk penyelesaian suatu sengketa. Prinsip 

perlindungan hukum berasal dan berpedoman pada pengukuhan dan 

perlindungan kepada hak-hak  asasi  manusia  karena  berdasarkan 

dari sejarahnya di negara barat, konsep pengukuhan dan perlindungan 

tercipta karena adanya hak asasi manusia yang ditujukan pada pembatasan 

dan penempatan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat. Prinsip 

selanjutnya yaitu prinsip negara hukum. Apabila disangkut pautkan dengan 

pengukuhan dan perlindungan atas hak asasi manusia, maka ia menjadi 

tempat pertama dan berkaitan dengan tujuan dari negara hukum. 

 
 

Ukuran suatu keadilan seringkali mendapatkan tafsiran yang berbeda- 

beda. Keadilan itu sendiri sangat memiliki banyak dimensi mulai dari hukum 

hingga ekonomi, kerap kali ketika berbicara keadilan selalu dikaitkan dengan 

setiap penyelesaian dalam sautu sengketa ataupun penegakkan hukum. 

Keadilan dalam banyak sumber sering diartikan sebagai suatu bentuk sikap 

atau karakter. Sikap dan karakter yang mengakibatkan sesorang melakukan 

perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan 
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karakter yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan dan berharap 

sebuah ketidak adilan adalah ketidak adilan.11 

Pada umumnya dikatakan tidak adil adalah orang yang tidak patuh 

terhadap hukum atau unlawful/lawless/unfair, dan untuk orang adil maka dapat 

dikatakan dengan orang yang patuh terhadap hukum atau law-abiding/fair. 

Tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk mencapai suatu kemajuan 

kebahagiaan pada masyarakat, maka dari itu hukum dibentuk cenderung untuk 

memproduksi dan mempertahan kebahagian masyarakat yang adil. Ahli yang 

berusaha merumuskan menjadi bentuk tulisan yang mudah dipahami terkait 

dengan pengertian atau definisi dari keadilan, Inge Dwisvimiar dalam 

tulisannya menjabarkan beberapa kontribusi yang diberikan aristoteles terkait 

dengan teori keadilan, yaitu aristoteles memberikan pembedaan antara 

keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum 

positif dengan hukum alam. Keadilan menurut hukum positif diperoleh dari 

sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum jadi adil atau tidak sebuah peristiwa 

dinyatakan oleh hukum sedangkan keadilan menurut hukum alam diperoleh 

dari sifat dasar manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu artinya 

sebuah keadilan dapat dinilai dari emosi dan perasaan yang dimiliki oleh 

manusia.12 

Selain aristoteles salah seorang filsuf john rawls juga berusaha 

merumuskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadilan. Dalam 

11 Inge Dwisvimiar, 2011,” Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika 

Hukum, Vol. 11, No 3, hlm 523-527, 

http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127 diakses pada tanggal 3 

Februari pukul 14.30 WIB. 
12 ibid 

http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179/127
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bukunya, Muhammad Syaifuddin mengutip dari Andre Ata Ujan menyebutkan 

bahwa Rawls menawarkan suatu bentuk penyelesaian permasalahan keadilan 

dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, yang menjadikan asas- 

asas keadilan yang dipilih bersama benar benar merupakan hasil kesepakatan 

bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara, yang mampu 

menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusakan kewajiban secara adil 

bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, 

sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus 

dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.13 

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan di atas terkait dengan 

perlindungan hukum dan teori keadilan, maka dapat dinyatakan bahwa suatu 

keadilan dapat dikatakan adil terutama dalam pandangan hukum positif yaitu 

adil yang ditetapkan oleh hukum, aturan tertulis atau perjanjian. Sehingga 

perlindungan hukum yang adil adalah segala bentuk perlindungan yang 

dituangkan kedalam aturan hukum guna melindungi masyarakat baik itu 

ditempuh secara hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Maka 

apabila kita ingin berbicara terkait dengan hukum perlindungan terhadap buruh 

maka kita akan berbicara bagaimana hukum memberikan perlindungan hak 

maupun kewajiban terhadap buruh yang ada di Indonesia. 

2. Middle Range Theory 

 

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

perjanjian. Perjanjian dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti 

 
 

13 Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, cet 1, Bandung : Mandar Maju, hlm. 42 
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perjanjian jual beli dan semacamnya dan perjanjian ini diatur dalam buku III 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Tirtodiningrat yang dikutip 

oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 

berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan 

akibat-akibat hukum yang dipaksakan oleh Undang-Undang. Sedangkan 

menurut Subekti masih dikutip oleh Agus Yudha Hermoko, perjanjian adalah 

suatu pristiwa dimana seseorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.14 

Dalam bukunya Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa fungsi 

kotrak atau perjanjian terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi filosofis kontrak, 

fungsi yuridis kontrak, dan fungsi ekonomis kontrak, fungsi filosofis kontrak 

yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan 

bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak 

tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum 

kontrak.15 

Lalu fungsi yuridis dari sebuah kontrak, yaitu mewujudkan kepastian 

hukum bagi para pihak yang membuat kontrak16 dan fungsi ekonomis dari 

suatu kontrak berkaitan erat dengan tujuan dari kontrak terebut, dapat 

dipahami bahwa kontrak dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk 

mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses pembagian atau 

pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan 

pemanfaatan benda dan jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka proses 
 

14 Agus Yudha Hermoko, Op.Cit, hlm 15-16 
15 Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, hlm 37 
16 Ibid, hlm 47. 
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menjadi kaya secara sah dan adil sebagai suatu keadan yang lebih baik bagi 

para pihak yang berkontrak, yang secara substansif harus senantiasa mengacu 

kepada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu pilihan yang harus 

diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan 

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyaralat.17 

Melihat dari pengertian yang dikemukakan oleh subekti, dapat 

disebutkan bahwa perjanjian memiliki unsur adanya para pihak, adanya 

persetujuan antara pihak-pihak tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai, ada 

prestasi yang dilaksanakan, ada bentuk tertentu, dan ada syarat tertentu. 

Namun unsur perjanjian juga dapat dilihat dari syarat-syarat perajanjian yaitu 

unsur essentialia, naturalia, accidentalia. Unsur essentialia adalah unsur 

yang ada dan mutlak dalam perjanjian unsur ini dapat dilihat pada syarat sah 

perjanjian, sedangkan unsur naturalia adalah unsur yang lazim dalam 

perjanjian unsur ini bukan dimasukkan dalam perjanjian akan tetapi melekat 

dalam perjanjian, dan unsur accidentalia adalah isi dari suatu perjanjian.18 

Berdasarkan Pasal 1320 KUHP unsur perjanjian terbagi menjadi empat 

yaitu kesepakatan, kecakapan dalam membuat perjanjian, suatu pokok 

persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. 

Apabila unsur-unsur ini terpenuhi maka akan berakibat yaitu perjanjian 

menjadi sah dan menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak 

yang berkontrak. Namun apabila unsur kesepakatan dan cakap (unsur 

17 Ibid, hlm 56. 
18 M. Zen Abdullah, 2010, “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam 

Suatu Perjanjian”, Jurnal Lex Specialis, Vol 1, No 11, hlm 23-25, 
http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101/108 diakses pada tanggal 10 

oktober 2022 pukul 19.05 WIB. 

http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/101/108
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subyektif) tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan, artinya selama tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap 

berlakunya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan 

sebaliknya apabila ada pihak yang berkeberatan terhadap perjanjian tersebut 

maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan terhadap 

perjanjian tersebut,dengan kata lain syarat subyektif ini menyangkut dengan 

kondisi pribadi para pihak yang mengadakan perjanjian. Dinamakan syarat 

subyektif dikarenakan syarat yang harus dipenuhi ini melekat pada subyek 

dari perjanjian yaitu para pihak yang membuat suatu perjanjian. Jika unsur 

objek tertentu dan kausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, 

dengan kata lain syarat ini menyangkut dengan isi dan materi dari perjanjian 

tersebut. Dinamakan syarat obyektif karena syarat ini melekat pada obyek 

dari suatu perjanjian tersebut, bukan pada subyek perjanjian, atau dengan kata 

lain hal-hal atau barang yang diperjanjikanlah yang menjadi syarat obyektif 

ini yang harus sesuai atau tidak dilarang oleh Undang-Undang.19 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa 

segala perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” 

untuk mereka yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang- 

undang dan mengikat kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian-perjanjian 

yang mana kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, 

 
 

19 Ibid, hlm 21-23. 
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dibolehkan pengakhiran oleh salah satu pihak dengan tidak usah 

menyebutkan sesuatu alasan, seperti dalam perjanjian kerja dan perjanjian 

penyuruhan (pemberian kuasa).20 

Pedoman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tentang sah nya 

perjanjian telah dituangkan kedalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian, hal ini 

diharapkan dapat menjadi payung hukum apabila suatu hari terjadi kerugian 

terhadap apa yang dijanjikan. Lalu berikutnya Pasal 1338 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa semua perjanjian yang 

dibuat secara sah, memiliki kekuatan mengikat sama dengan undang-undang 

bagi para pihaknya. ketika berbicara tentang pemulihan kerugian maka akan 

kembali kepada Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam 

pasal ini menyebutkan bahwa segala benda, baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan 

jaminan perikatan yang melilit setiap orang.21 

Dari penjelasan terkait dengan teori perjanjian bahwa dapat ditarik 

benang merah yaitu, suatu perjanjian memiliki unsur, fungsi, dan syarat sah 

yang hal-hal tersebut harus tertuang dan dapat diteliti pada perjanjian kedua 

belah pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama. 

3. Applied Theory 

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang 

kepailitan. umumnya perusahaan menjadi pailit karena tidak mampu bersaing 
 

20 Subekti, 2011, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 31, Jakarta: PT Intermasa, hlm 139 
21 Moch. Isnaeni, 2017, Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum, cet 1, Surabaya: 

PT Revka Media, hlm. 64-65. 
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dalam pasar dan mengalami proses inovasi yang lamban. Kebutuhan 

konsumen semua hal tersebut akan berdampak pada pendapatan, laba, 

kemampuan keuangan perusahaan kewajiban. Perusahaan wajib terus 

berinovasi untuk bertahan hidup dan menghindari kebangkrutan yang bisa 

menimpa siapa pun. Kurang mengamati gerakan pesaing juga menyebabkan 

perusahaan pailit. Perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh 

di belakang. 

Hukum Kepailitan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang mengatur 

tentang kepailitan yang digunakan sebagai sarana hukum untuk 

menyelesaikan utang piutang yang lebih cepat dan memberikan kepastian. 

Penyelesaian perkara tersebut menggunakan teori hukum kepailitan yang 

didukung dengan kebijakan politik hukum dari Negara Indonesia. Oleh 

karena itu, putusan pernyataan pailit kepada suatu perusahaan diatur 

sedemikan rupa sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus 

dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang mengaturnya. 

Pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut 

dengan UU Kepailitan adalah sita umum atas segala harta debitor pailit yang 

pengurusannya dilakukan oleh kurator dan dibawah pengawasan Hakim 

Pengawas. 

Penetapan harga yang terlalu tinggi juga mendorong perusahaan pailit. 

Sebaiknya perusahaan tidak menetapkan harga yang terlalu mahal. Memang, 

ada orang-orang yang percaya bahwa harga mahal dari sebuah perusahaan 
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mencerminkan produk berkualitas lebih baik dan lebih mewah daripada yang 

lain. Namun, jika ada perusahaan baru yang merilis produk rilis dan 

menjualnya jauh lebih murah, kemungkinan bisnis akan kalah dan konsumen 

akan memilih kompetitor. 22 

Hukum Kepailitan Indonesia tidak membedakan kepailtan orang 

perseorangan dengan kepailitan badan hukum. Hukum Kepailitan Indonesia 

sebagaimna dieleborasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 

mengatur keduanya, baik kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan 

badan hukum. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak 

cukup diatur mengenai kepailitan orang perseorangan maupun kepailitan 

badan hukum, maka digunakanlah peraturan perundang-undangan yang lain 

sebagai dasar hukum. 

Berdasarkan teori kepailitan ini bahwa pandangan penulis adalah dalam 

keadaan perusahaan pailit perusahaan harus tetap menyelesaikan 

kewajibannya terhadap pegawainya, sehingga hal ini lah yang akan dijadikan 

dasar untuk menyelesaikan kewajiban penyelesaian perselisihan antara 

perusahaan dan buruh/pegawai, dengan teori ini pula kita dapat meneliti 

terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan yang pailit mulai 

dari perusahaan dinyatakan pailit,penjualan aset hingga pembayaran hutang. 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Dsla2012 ”Fenomena perusahaan pailit di Indonesia” 

https://www.dslalawfirm.com/perusahaan-pailit/ diakses pada 10 oktober 2022 pada pukul 11.57 

http://www.dslalawfirm.com/perusahaan-pailit/
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E. Definisi Konseptual 

 

Definisi oprasional digunakan untuk memberikan batasan dan ruang 

lingkup yang dibahas didalam tesis ini23, adapun yang dimaksud ialah : 

1. Kreditur 

 

Dimana pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah 

yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau 

layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di 

mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang 

nilainya sama. 

2. Debitor 

 

Sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada 

lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka 

debitur disebut sebagai peminjam. Lain halnya jika utang dalam bentuk 

sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, seseorang yang 

dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur. 

Dalam kebangkrutan, debitur dapat memilih untuk membayar utang dalam 

prioritas yang dipilih. Tetapi, jika masih tetap gagal dalam membayar 

hutangnya, mereka telah melanggar perjanjian dengan kreditor. Sebagian besar 

hutang yang terkait dengan bisnis harus dibuat secara tertulis agar dapat 

diselesaikan oleh hukum. 24 

 
 

 
23 Muhammad Syaifuddin, 2014, Pedoman Penulisan Tesis, cet 1, Malang : Tunggal 

Mandiri, hlm. 70 diakses pada 24 november 2023 
24 Tokopedia 2022 ‘Debitur” https://kamus.tokopedia.com/d/debitur/ diakses pada 10 

oktober 2022 pada pukul 12.07 wib 
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1. Kurator 

 

Dalam UU Kepailitan juga menghendaki kurator untuk melanjutkan usaha 

debitur pailit, tetapi harus dengan persetujuan panitia kreditur, apabila 

panitia kreditur tidak ada, maka izin untuk melanjutkan usaha debitur pailit  

dapat dimintakan oleh kurator kepada hakim pengawas (Pasal 104 UU 

Kepailitan) lalu,tugas kurator lainnya mencatat semua harta kekayaan pailit  

secara lengkap untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. 

Pencatatan ini dimulai paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan 

pengangkatan sebagai Kurator (Pasal 100 dan Pasal 103 UU Kepailitan). 

2. Pengurus 

 

Pengurus akan memberikan pengumuman serta mengundang kreditur untuk 

rapat. Pengurus jugam mbantu kerja kurator sementara dalam mengawasi 

debitur agar tidak melakukan hal yang bisa merugikan aset kekayaannya. 

Pengurus dalam hal ini juga dipilih dari pihak yang independen. Pengurus 

tersebut tidak boleh memiliki kepentingan terhadap debitur serta kreditur.25 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis 

peneltian normatif, Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian 

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder. Jika peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan 

permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah 

 

25 Fauzan Ramadhan,2022”pengertian fungsi kurator Indonesia dalam kepailitan” 

https://bursadvocates.com/kurator-indonesia/ diakses pada 10 oktober 2022 pukul 12.10 wib 
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mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, 

kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu 

hukumnya (legal issues).26 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Jenis Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

undang-undang atau statuta approach dan juga pendekatan kasus atau case 

approach, adapun alasan ini dikarenakan penulis ingin membandingkan 

peristiwa yang terjadi pada Putusan Pengadilan niaga dengan nomor perkara 

17/Pdt.Sus.PAILIT/2016/PN.yang kemudian akan diatur dalam undang-undang. 

3. Sumber Bahan Hukum 

 

Dalam Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang bersifat primer, bahan 

hukum yang bersifat sekunder, dan bahan hukum yang bersifat tersier: 

1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri : 

 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

b. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 

c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 

37/2004) 

d. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 

 

 

 

 

 
 

26 Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet II, Bandung: Mandar 

Maju, hlm. 97 
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2)  Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karangan dan karya 

tulisan dari pakar-pakar ahli hukum. 

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

indeks kumulatif dan ensiklopedia.27 

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum 

 

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi referensi (referensial study), dengan mengkaji dan mempelajari 

dengan cara menyelusuri sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan 

Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku ilmiah, makalah, dan surat 

kabar serta dokumen tertulis lainnya terkait permasalahan dalam penelitian ini 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 
Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis kualitatif, maksudnya ialah penelitian ini mendasarkan diri kepada 

norma hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang ataupun peraturan 

dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.28 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 
Penelitian ini akan digunakan teknik penarikan kesimpulan yang bersifat 

deduktif, cara berfikir dari mulanya bersifat umum ditarik menjadi khusus.29 
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